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PENETAPAN SISTEM PENGENDALIAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRA.MBANAN DAN

R{TU BOKO

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR. PfuA.MBANAN DAN RATU BOKO

Menimbang bahwa ()ood (brporate (ioremance (GCG) menjadi barometer penting

dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

meniamin transparansi, akuntabilitas. faimess, independensi dan

responsibilitas;

bahwa dalam rangka prinsip kelerbukaan informasi yang telah

dilaksanakan oleh Perusahaan- maka Perusahaan hcrkomiimen unhrk

melakukan pengendalian informasi;

bahwa sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pencrapan Good
(:orporale Covemance (OCC) di bidang pengendalian informasi, perlu

untuk dilakukan penetapan Sistem Pengendalian Intbrmasi di lingkungan
PT Taman Wisata Candi Borobudur- Prambanan dan Ranr Boko:

bahrva bcrdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu

ditetapkan Surat Kcputusan Direksi tentang Penetapan Sistem
Pengendalian Informasi di Lingkungan PT Taman Wisata Candi
Borobudur. Pmmbanan dan Ratu Boko;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negarai

Undang-Undang Nomor I4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publ;k:

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-o1/MBU/201 l. tanggal I
Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola PerusahMn yang baik (Good

Corpomte Governance) pada Badan Usaha Milik Negarat

Peraturan Mcnteri BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
01/MBU/201 l Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Gootl
(:orporate (;oyernancel pada Badan Usaha Mil;k Negara;
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5. Akta Pendirian Perusalaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman
Ardjasasmita. SH Nomor: i9 tanggal 15 luli 1980 yang reiakhir
diubah dengan Akta Nomor: 06 tanggal 1 1 Januari 2022 Jo. Akta Nomor:
01 tanggal 1 Maret 2022 oleh Notaris lr. Edu,.in Rusdi. S.H.,
M.Kn,M.Hum;

6. Suat Keputusan Menteri BUMN sclaku RUpS perusahaan pemeroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi llorobudur, prambanan & Ratu Boko
Nomor: SK-102/MBU/0512017 tanggal 29 Mei 2017 rcnrang
Pembcrhentian, Perubahan Nomenldatur, pengalihan l.ugas, dan
Pengangkatan Anggota-Angcota Direksi Perusahaan perseroan (persero)
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor:
SK-299/MllU/1212018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan

Anggota-Anggota Direksi Pemsahaan peNeroan (persero) Jo. Nomor:
SK-01/MBU/01/2021 tanggal 4 Januai 2021 tentang pemberhentian dan
Pengangkatan Dircktur Utama Perusahaan perseroan (perscro) pT Taman
Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Ratu Boko:

7. Surat Kcpulusan l)irektur Lltama Nomor: I Tahun i98l tanggal 6 Maret
I 981 tentang Pcraturan Kepegawaian perusahaan;

8. Surat Kepulusan Direktur tjtama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei
1983 tentang Landasan Kebijaksanaan pT. Taman Wisata Candi
Borobudur & Prambanan:

9. Surat Keputusan Direksi Nomon SK.08/DIREKSI/2021 ranggal I
Februari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan
Susunan Jabatan di Lingkungan pT 'l aman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko (Persero);

10.Surat Keputusan Direksi Nomor: 59/DIRF,KSI/202I tanggal 30 September
2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor:
SK.08/DIREKSI/202I teDrang Penerapan Struktur Organisasi, Uraian
lugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan pT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

MENIUTT]SI'A.N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKST TENTANG PENETAPAN STSTEM
PENGENDALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PT TAMAN
WTSATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RA.TU BOKO;



BAB I
PENGERTIAN IJMUM

Pasal I

Dalam Suat Keputusan Direksi, yang dimaksud dengan :

(1) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudu, Prambanan dan Ratu Boko;

(2) Direksi adalah Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;

(3) Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dan memiliki ikatan pekerjaan dengan Perusahaar;

(4) Informasi adalah Keterangan, pemyataan, gagasan yang mengandung nilai, makna dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;

(5) Pengendalian adalah aktivitas Perusahaan yang dilahrkan dalam rangka upaya
pemaniauao, penilaian dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

(6) Unit adalah Unit usaha Perusahaan;

(7) Penerima lnformasi adalah karyawan seta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk
menerima informasi;

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagiao Kesatu

Pasal 2

Ases

(l) Setiap lnformasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penerima Informasi;

(2) Informasi yang dikecualikan adalah beisifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai dengan
ketentuan pada Suat Keputusan Direksi;

(3) Informasi yang dikecualikan adalah berdasarkan pengujian mengenai konsekuensi terhadap
akibat yang timbul apabila suatu infomasi dapat diakses maupun diketahui oleh penerima
informasi;



Pasal 3
Tujuar

Surat Keputusan Direksi ini befiujuan untuk :

a. Mendorong Perusahaan daiam mcnjalankan proses kegiatan usahanya dengan
memanfaatkan teknologi informasi, termasuk ddam kaitamya menjalin hubungan dengan
vendor, pengunjung maupun lembaga pemerinrah;

b. Mendorong Perusahaan untuk menerapkan kegiata[ usaha secara hansparan serta dapat
dipertanggung jawabka:r;

c. Mendorong partisipasi pejabat, karyau,an serta pemangku kepentingan Perusahaan dalam
melakukan kontrcl pembaharuan kebijakan Perusahaan;

Pasal {
Prinsip

Prinsip dalam Ketersediaan Infbrmasi mcnurut Surat Keputusan Direksi ini antara lain :

(l) Ketersediaan ltfolrnasi (Ayailahle) adalah Inlbmasi disediakan dan dapat digunakan oleh
penerima informasi;

(2) Keamanan IofonrLdsi (Seatit!) adalah terlindunginya inlbrmasi yang dikecualikan
dikarenakan adanya sifat r:rhasia. ketat dan terbatas dari adanya upaya akses fisik maupun
aJ,se. logi, r ang tidaJ' memili\i otn.ila(:

Bagian Kedua

Pasal 5
Pejabat Penyelenggara Kebijakan

(1) Direksi memiliki peran scbagai pemegang komitmen dalam terselenggaranya penetapan
Pengendalian lnfomasi di lingkungan Perusahaan;

12) Direksi bersama-sama dengan lntemal Audit melakukan pengawasan komprehensif
terhadap pelaksanaan pengendalian infomasi melalui pejabat strukturai dibawahnya yang
ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan:

(l) I)ireksi menindaklanjuti perkembangan pengendalian inlormasi dalam rapat-rapat yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perusa.haan serta dapat menghasilkan
kebijakan-kebijakan dalam rangka perbaikan dan/atau perubahan pada kebijakan
pengendalian informasi:

(4) Direksi wajib menetapkan Informasi yang wajib disediakan dan yang dikecualikan bagi
pcnerima inlormasi dengan melakukan kajian baik dengan jabatan struktural dibawahlya
maupun dengan itateholdars lainny a..



(5) Sekretaris Perusahaan menjadi administrator dalam kajian yang dilakukan terkait
penentuan informasi yang wajib dan yang dikecualikan dalam Surat Keputusan Direksi
ini untuk selanjuttya dilaporkar kepada Dircksi;

llagian Ketiga

Pasal 6

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Kcputusan Dircksi, l-aitu :

a. I tak dan Kewajiban Perusahaan dan Penerima Infomasi;
b. Informasi yang wajib disediakar olch Perusahaan:
c. Infomasi yang dikecualikan dengan sifat rahasia. ketat dan aerbatas;
d. Pengawasan.

BAB III
HAK DAN KEWA.IIBAN PERT]SAHAAN DAN PENERIMA INFoRMASI

Bagian Kesatu

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Perusahaan

Hak Perusahaan dalam Pengcndalian Informasi antara lain :

(1) Perusahaan berhak menetapkan mckanisme pengendalian inlormasi:
(2) Perusaltaan berhak uDtuk menetapkan Informasi yang u,ajib disediakan maupLm yang

dikecualikan:
(3) Perusalaan berhak menggtu'rakan media yang disediakan oleh perusahaan dalam hal

penyampaian infomasi;
(4) Direksi dapat melibatkan Serikat Pekerja dalam kajian informasi yang disediatan dan

dikecualikan dalam kaitannya informasi dalam hal kepegawaian

Ke*ajiban Perusahaan dalam Pengendalian Informasi antara lain :

(1) Melakukan kajian bersama melalui fotum rapat Direksi dalam menetapkan Informasi
yang wajib disediakar dan dikecualikan:

12) Melakukan pengawasan secara bersanla-sa1na dengan Intemal Audit dalam pcngeiolaan
informasi;

Bagian Kcdua

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Penerima Informasi

Hak Pencrima Informasi antara lain :

(1) Menerima infbrmasi yang disediakan oleh Pcrusahaan dengan baik;



(2) Mengajukan tanggapan terhadap inlbrmasi vang disediakan melalui mekanisme dalam
Surat Keputusan Direksi ini:

Kewcjiban Penerima lnforma:i.lntara ldtn.

(3) Menggunakan dalVatau memanfaatkan informasi dengan tetap memperhatikan pe.atura[
Pertmdang-Undangan dalratau kepatutan;

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH PERI]SAHAAN

Bagian Kesatu

Pasal 9
Informasi Iang wajib Disediakan dan Diumumkar secara berkala

(1) Perusahaan wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala mengenai :

aJ Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Perubahannya yang sah:
b) Laporan Keuangan yang dilakukan melalui forum-forum pembahasan dalam intemal

Perusahaan:
c) Kebijakan tiket masuk, tennasuk pcngembangan di bidang Inlormasi 'leklologi
d) Kebijakan GCG serta turunannya

(2) Informasi dalam kaitannl'a dengan penyusunan Perjanjian Kcrja Bersama, ditetapkan
Direksi bersama-sama dengan Serikal Pekerja;

(3) Inlormasi disediakan dan diumumkan setejah ditetapkan selambariambatnya 30 (iga
puluh.1 hari kerja melalui sarana dan prasarana administrasi Perusahaan;

Bagian Kedua

Pasal 10
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

(1) Perusahaan u'ajib mengumumka-n inlirrmasi secara serta merla mengenai :

a) Laporan Tahunan;
b) Warta TWC dadatau media intemal Perusa.haan;
c) Kegiatan Perusahaan

Bagian Ketig!

Pasal l1
Informasi yang wajil, tersedia setiap saat

Perusahaan wajib menyediakan infomasi yang waiib tersedia setiap saat mengenai :



a) Harga tiket masuk objek uisata dan/arau lasilitas pendukungnya;
b) Jadwal Pentas Sendratari Ramayana Prambanan;
c) TarifManohara Centre ofBorobudur Study:
d) Sewa Lahan:
e.) SMS Centre;

0 Email. telepon dan firx Perusahaan

Bagian Kecmpat
Tindak Lanjut Administrator

Pasal 12

Administmtor melakukan pengelolaan informasi kemudian melaporkan kepada Direksi mengenai
perkembangan intbmasi yang wajib ada dan/atau yang dikecualikan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi ini;

Bagian Kelima
Tindak Laniut Direksi

Pasal 13

(1.) Direksi berkomitmen untuk penyediaan inlbrmasi yang baik dal benar dalam rangka
keterbukaan intbrmasi

(2) Direksi berkomitmen untuk memberikan informasi terkait dengan upa5a monitoring
dan/atau pengawasan dari Satuan Pengawas Intem dalratau mekanisme pengauasan oleh
lembaga lain yang ditunjLrk Pcrusahaan dar sah berdasarkan Peraturan perundang-
Undangan

(3) Direksi dapat melakukan pembahasan terkait dengan keterbukaan informasi, dan apabila
terdapat kebijakan baru maka Direksi melakukan perubahan melalui Suat Keputusan
Direksi

(4) Berkaitan dengan adanla laporan penyalahgunaan informasi. Direksi menyampaikan
laporan kepada De\&an Komisaris danr'atau aparat penega-k hukum berdasarkan ketentuan
Perundang-Undangan

Bagian Keenam
Pelayanan Keluhan Stakeholders yang telah Memenuhi IS0

Pasal 1,1

Bagi Unit Perusahaan yang telah memcnuhi standar lSO (International Organization of
Standatization) maka ketentuan pelayanan keluhan Stakeholders mengikuti dan sesuai clengan
ketentuan ISO dimaksud



BAB V
PENUTI]P

Pasal 15

Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan dan mulai bertaku sejak tanggal22 Marc|2022

Passl 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini, diatur lebih lanjut metalui
Surat Keputusan Dircksi tersendiri

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada targgal : 22 Marct2022

DIREKTUR UTAMA
'tor{"nrrroNo


